Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Srl

I
s N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Asrul Bayan bin Kader, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Renah Tanjung Desa
Lubuk Resam Hilir Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten

Sarolangun, sebagai Pemohon I;

Mastinah binti Kader, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Renah
Tanjung Desa Lubuk Resam Hilir Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor
251/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan akad
pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 19 Juni 1999
yang dilaksanakan di Dusun Tanjung Jati Desa Lubuk Resam Hilir
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut antara Pemohon | Asrul

Bayan bin Kader berstatus Jejaka dan Pemohon Il Mastinah binti Kader
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berstatus Perawan. Adapun yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Kader, dinikahkan dihadapan Pegawai syara'
Desa Lubuk Resam Hilir Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten
Sarolangun bernama: M. Taher, dengan mas kawin berupa seperangkat
alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing
bernama: 1.Suryadi .2. Anas;

3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon Il ayah
kandung Pemohon Il melakukan ijab qobul dengan Pemohon | sebagai
pengantin laki-laki;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada
larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il menjalankan rumah tangga
sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai
suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada
hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga
yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;

6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua
orang anak yang bernama ; 1. Redo Pratama bin Asrul Bayan, umur 18
tahun. 2. Aulia Putri binti Asrul Bayan, umur 12 tahun;

7. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah para Pemohon ini adalah
untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;

8. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cg. Majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon | (Asrul Bayan bin

Kader) dengan Pemohon Il, (Mastinah binti Kader) yang dilaksanakan

pada tanggal 19 Juni 1999 di Dusun Tanjung Jati Desa Lubuk Resam Hilir

Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cqg. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Il telah datang
menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Pemohon | tidak hadir dalam
persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak pula
menyuruh wakil untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon |l didepan sidang menyatakan akan mencabut
perkaranya dan berkeinginan untuk mengubah surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon Il telah menyatakan mencabut
permohonannya dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan
pencabutan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan
merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon II menyatakan
mencabut permohonannya dan memohon kepada Hakim agar
mengabulkan permohonan pencabutan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Il ingin mencabut
permohonannya, dan telah sesuai Pasal 271 Rv, maka permohonan
Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan, dan
perkara ini dinyatakan telah selesai;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
251/Pdt.P/2021/ PA.Srl. dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I.,
M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna
Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.l., M.Sy.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota lI,

Windi Mariastuti, S.Sy Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Perkara

3. Biaya Panggilan . Rp. 400.000,00

4. Biaya PNBP :  Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi :  Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH :  Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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